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MOTTO HIDUP

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka pasti dia dapat.
Barangsiapa yang menanam pasti menuai.
(Intisari Q.S 41:46)

Anda adalah sosok manusia seperti yang anda pikirkan,
Maka katakanlah aku bisa maka Insya Allah anda bisa.

Syukurilah yang sudah anda dapatkan,
Berusahalah terus mencari yang belum anda raih,
Bertawakkallah setelah anda sempurnakan iktiar,
Bersabarlah dari yang tidak menyenangkan.

Kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah perjuangan, besok adalah
tantangan. Ambillah pelajaran dari masa lalu, nikmati yang anda miliki hari
ini, jadikan besok adalah peluang.
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ABSTRAK

ANDI NURUL AZIZAH, 2019. Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak
Sebelum dan Sesudah Penggunaan Metode E-Billing pada KPP Pratama
Makassar Barat, Karya Tulis llmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D-IlI
Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing |
Agus Salim HR dan Pembimbing Il Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode E-Billing
dalam meningkatkan efektivitas realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapka
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Variabel dalam penelitian
ini adalah efektivitas penerimaan pajak sebagai variabel terikat dan E-Billing
sebagai variabel bebas.

Populasi dalam penelitian ini adalah fiskus dan wajib pajak serta realisasi
penerimaan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Barat. Sampel dalam peneltian ini adalah realisasi penerimaan pajak tahun 2015
sampai dengan tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan.
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan-pahwa: (1) efektivitas penerimaan pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sebelum penggunaan sistem
E-Billing tahun 2015 sebesar 84%, tahun 2016 sebesar 949%. (2) efektivitas
penerimaan pajak ditahun pertama penerapan E-Billing yaitu 2017 adalah
sebesar 83%, tahun 2018 sebesar 93%. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan
pajak sebelum penggunaan sistem E-Billing sebesar 89%, tetapi tanggal 1 juli
2016 diterapkan E-Billing sebesar 65% tahun berjalan dan rata-rata tingkat
efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem E-Billing adalah
sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem E-Billing dapat
meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat.
Oleh karena itu, Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, E-Billing



ABSTRACT

ANDI NURUL AZIZAH, 2019. The Effectiveness Rate Of Products Before And
After The Use Of E-Billing Method At Tax Service Pratama Office Makassar
Barat, scientific paper Faculty of Economics and business Prodi D-1ll Taxation
University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor | Agus Salim HR
and supervisor Il Asdar.

This study aims at finding out the use of E-Billing method in increasing the
effectiveness of the realization of tax payable as stated in the the Tax Service
Office of Makassar Barat. - The variables in this research are the independent
variables of the receiver as the independent variables and billing as the
dependent variables.

The population of this research is fischus and taxpayers as well as the realization
of tax payable occurring in-the Tax Service Office of Makassar Barat. The sample
in this research is the realization of the receipts of the year 2015 to the year
2018. The data collection techniques used are field research, interviews,
documentation, and literature research. The data analysis technique used is a
comparative descriptive method

The result of the research show that: (1) the effectiveness of Tax payable in Tax
Service Pratama Office Makassar Barat before the application of E-Billing system
in 2015 amounted to 84% and the year of 2016 was 94%. (2) the effectiveness of
tax payable in the first year of E-Billing implementation in 2017 which was 83%,
and the year of 2018 was 93%. The average rate of tax payable effectiveness
before the use of E-Billing was 89% But July 1, 2016 applied E-Billing for 65% of
the year and the tax payable effectiveness rate after the application of E-Billing
was 88%. This shows that the use of E-Billing system has been able to improve
the effectiveness of tax revenue in Tax Service Pratama Office Makassar Barat.
Hence, the hypotheses proposed in the study are accepted.

Keywords: Tax Payable, E-Billing
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian
Indonesia. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak
tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga negara
untuk turut berpartisipasic secara langsung dan bersama-sama warga
lainnya  mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang Dberlangsung
secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan.rakyat baik secara materiill maupun spiritual.
Untuk dapat merealisasikan tujuan:tersebut, maka negara harus menggali
sumber dana untuk membiayai semua keperluan negara. Salah satu
sumber dana yang diandalkan oleh Indonesia adalah pajak.

Pajak digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah
dan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya
kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara
dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut
maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun.
Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara

terutama di Indonesia.



Menurut Liberti Pandiangan dan Rayendra L. Toruan (2008:63),
“Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah
hanya untuk mengejar dan menjangkau optimalisasi pemungutan pajak
(budgeter) semata. Masih ada sisi lain yang juga penting dilakukan secara
bersama-sama untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan
(change of tax paradigm).” Hal itu mendorong Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) untuk membuat .inovasi baru untuk mendukung modernisasi
administrasi perpajakan yaitu, dengan merancang sistem informasi
elektronik bagi Wajib Pajak. Adanya sistem informasi elektronik dalam
administrasi perpajakan tersebut diharapkan dapat lebih - mempermudah
Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang secara tidak
langsung berpengaruh terhadap dalam pengoptimalisasian penerimaan
negara serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan
secara baik juga akan menunjukkan peningkatan pelayanan administrasi
dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

E-System adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam
pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak
dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor
pajak. E-Registration adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara
online. E-filing adalah metode untuk pengisian SPT secara online. E-SPT
adalah motode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan

dapat diisi dan dikirimkan kembali.
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Adapun fasilitas elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak guna mendukung modernisasi administrasi perpajakan adalah E-
Billing. Secara garis besar, E-Billing merupakan sistem pembayaran pajak
secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing sendiri
merupakan kode angka yang terdiri dari 15 digit angka yang diterbitkan
oleh sistem E-Billing yang berisikan informasi pembayaran pajak.
(www.pajak.go.id) .

Melihat hal yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk
meneliti tentang ‘“Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan
Sesudah Penggunaan Metode E-Billing pada KPP Pratama Makassar

Barat”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar-belakang yang telah dijelaskan diatas, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas
tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan metode E-

Billing pada KPP Pratama Makassar Barat ?”

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas
tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan metode E-

Billing pada KPP Pratama Makassar Barat.



1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagi Akademisi
a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam
bidang perpajakan.
b) Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan
dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.
2. Bagi Praktisi
Bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini
menjadi bahan evaluasi dalam hal ini yaitu pengaruh penerapan

metode manual dan E-Billing terhadap penerimaan pajak.



BAB Il

TINJAUAN TEORI

2.1. Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan
kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat
dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak
yang - dipungut oleh: negara digunakan untuk menjalankan roda
pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan
mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 .yang bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta
dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh karena itu sangat penting disimak beberapa pengertian pajak
yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang
memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya
sama. Ketentuan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2008
menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.



Smeeths (1951) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah
yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan,
tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual,
maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah (Bohari, 2012:23).
Djajaningrat (1990) menyatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan
suatu keadaan, kejadian, -dan hukuman, tetapi sesuai menurut peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung dan digunakan
untuk memelihara kesejahteraan umum (Muljono, 2010:1).

Banyak para ahli dalam bidang perajakan yang memberikan
pengertian atau definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada
dasarnya mempunyai inti dan. tujuan yang sama. Dalam hal ini penulis
mengutip pengertian pajak menurut beberapa para ahli, antara lain
1) Menurut Mardiasmo (2011:1) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum”.

2) Menurut R. Santoso Brotodiharjo (2003:4) mengatakan bahwa “Pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran



umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan”.

3) Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjadja yang dikutip oleh
Erly Suandy (2002:9) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib,
berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan
norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa-
jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki
unsur-unsur:

1. luran dari rakyat kepada Negara.

2. Berdasarkan undang-undang.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk. “Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Diguanakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak
Menurut Purwono (2009:8-10) ada empat fungsi pajak, yaitu:
1. Penerimaan (Revenue)
Fungsi penerimaan atau yang dikenal pula dengan istilah fungsi
Anggaran (budgeteir) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak.
Seperti telah kita ketahui bersama, dewasa ini pajak menyumbang
hamper lebih dari 70% total pendapatan Negara kita. Hal ini tentu saja

menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong



pembiayaan penyelengaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin
pemerintah.
Pemerataan (Redistribution)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan
kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di
seluruh wilayah Negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih
ditonjolkan di Negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang
dipungut tersebut bahwa benar-benar ditunjukkan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan social yang
tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

Pengaturan Harga (Repricing)

Fungsi ini -sama pengertiannya dengan Fungsi Regulerent
(mengatur) yang lebih sering-digunakan dalam literature perpajakan.
Pajak digunakan sebagai alat untuk menagatur atau mencapai tujuan
tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan. Contoh nyata dari fungsi ini adalah pemberlakuan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk
membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah.
Legalitas Pemerintahan (Reprecentation)

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan “No taxation
without representation”, dan di Amerika Serikat yang berbunyi
“Taxation without representation is robbery”, mengimplikasikan bahwa
pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara
meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari

kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh



penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat

melalui perwakilannya di parlemen).

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak yaitu fungsi
penerimaan dan fungsi mengatur. Berdasarkan fungsi penerimaan
(budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (reguleren),
pajak sebagai alat untuk mengatur.atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman  keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup-konsumtif.

c. Tarif pajak untuk ekspor-sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus
memenuhi syarat sebagai berikut.
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masin. Sedang



adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib
pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran
dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.

Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair- biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehingga lebih rendah.dari hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana (Syarat Sederhana)

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

a.

Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam
tarif.

Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%
Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk
perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang

berlaku bagi Badan maupun perseorangan (orang pribadi).



2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Agus dan Trisnawati (2013:7) menggolongkan pajak menjadi 3

macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya

a.

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat
dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib
pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas

barang mewah (PPnBM).

2.  Menurut sifatnya

a.

Pajak subjektif, yaitu. pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri pajak.
Contoh: pajak penghasilan.

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas
barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan pajak bangunan (PBB),

dan bea materai (BM).



3. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN)
dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi
dan bangunan (PBB), dan bea materai (BM).

b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah
daerah.

Contoh: pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak

kendaraan bermotor.

2.1.5 Wajib Pajak

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi
kelancaran sistem dan peraturan = perundang-undangan perpajakan.
Menurut undang-undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Tata
Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (Tax Payer)
adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan
untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu”. Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan
agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap Negara

dan mau melaksankannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.



2.1.6 SSP (Surat Setoran Pajak)
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21.7.2

Pengertian SSP (Surat Setoran Pajak)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Bukti Pembayaran Pajak atau
format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak
dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas
negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri
Keuangan.

Sebelum adanya MPN G2, dalam menuntaskan pembayaran pajak,
wajib pajak harus melakukan setor manual ke bank atau kantor pos
persepsi. Saat melakukan setor manual, wajib ‘pajak harus membawa
dan menyerahkan lembaran formulir SSP pajak yang sudah diisi kepada
petugas bank persepsi atau kantor pos.

Formulir SSP

Lazimnya, formulir SSP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Setiap
lembarnya memiliki fungsi berbeda seperti yang telah ditentukan. Nah,
berikut ini fungsi dari keempat lembar formulir SSP pajak:

a. Lembar pertama: digunakan untuk arsip wajib pajak.
b. Lembar kedua: digunakan untuk Kantor Pelayanan dan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

c. Lembar ketiga: digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke

KPP.

d. Lembar keempat: digunakan untuk arsip Kantor Penerimaan

Pembayaran.



2.1.7.3

Pada umumnya, formulir SSP memang hanya dibuat rangkap
empat saja. Akan tetapi, ada beberapa kasus wajib pajak membutuhkan
lebih dari 4 lembar formulir untuk arsip wajib pungut (Bendahara
Pemerintah/BUMN) atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan pajak
yang berlaku.

Formulir SSP ini tidak bisa dibuat sendiri oleh wajib pajak, karena
formulir SSP memiliki-bentuk dan. isi sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Untuk mendapatkannya, wajib pajak bisa meminta
formulir SSP secara gratis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Satu formulir. SSP hanya bisa digunakan untuk pembayaran satu
jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/surat
ketetapan pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode
akun pajak dan satu kode jenis setoran.

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak

Saat mengisi formulir SSP, wajib pajak harus mengetahui kode
akun pajak dan kode jenis setoran pajak. Mengapa demikian?
Alasannya karena kedua kode tersebut akan dicatat dalam data
administrasi (database).

Jika ada kesalahan dalam pengisian, Anda dianggap belum
melakukan pelaporan atau bahkan belum melakukan pembayaran pajak
terutang yang seharusnya Anda bayar. Meskipun kesalahan tersebut
bisa saja Anda perbaiki di kemudian hari, akan lebih baik jika pengisian
kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku



2.1.7 SSE (Surat Setoran Elektronik)
2.1.7.1 Pengertian SSE (Surat Setoran Elektronik)

Surat Setoran Elektronik atau biasa dikenal sebagai SSE pajak
dikembangkan sebagai salah satu langkah kecil Ditjen Pajak
memodernisasi sistem administrasi perpajakan.

Program ini diluncurkan sejak tahun 2002 untuk melaksanakan
good governance yang berlandaskan sistem administrasi perpajakan
yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi
informasi. Pada gilirannya, strategi yang dijalankan: Ditjen Pajak adalah
memberikan pelayanan prima sekaligus ‘pengawasan intensif kepada
para wajib pajak (WP).

Beberapa fitur yang dikembangkan sebagai komitmen awal, yaitu:
e-Filing (pengiriman SPT", secara online melalui internet), e-SPT
(penyerahan SPT dalam' .media digital), e-Payment (fasilitas
pembayaran online hanya untuk PBB), dan e-Registration (pendaftaran
NPWP secara online melalui internet).

Menutup Tahun Pembinaan Wajib Pajak (2015), per 1 Januari 2016
Ditjen Pajak mulai memperkenalkan sistem pembayaran pajak elektronik
(e-Billing) melalui SSE sebagai instrumen pengganti Surat Setoran
Pajak manual. Perlahan, sambil mengedukasi wajib pajak, Ditjen Pajak
memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk tetap dapat

menggunakan SSP manual sampai dengan 30 Juni 2016.



2.1.7.2 Dari SSP menjadi SSE

Bagi yang pernah mengalami era pengisian SSP Manual, Anda
tentu ingat saat mengisi SSP dengan tulisan tangan atau bahkan diketik
melalui mesin ketik, kita harus mengisinya dengan menekan kuat kuat
pena agar dapat terbaca hingga rangkap keempat.

Namun, dalam perkembangannya SSP Manual bertansformasi
menjadi SSE yang pengisiannya menggunakan sistem elektronik dan
cukup hanya mencetak satu rangkap SSE saat melakukan pembayaran
pajak. Pada awal kemunculannya, banyak orang bertanya apakah SSE
berbeda dengan SSP manual?

Sebenarnya, SSE adalah bentuk baru SSP Manual yang metode
pengisiannya dilakukan secara elektronik dan bahkan memiliki fungsi
serta substansi konten yang sama dengan SSP. Bahkan, dalam setiap
produk hukum perpajakan, SSP masih menjadi istilah yang digunakan
untuk penyebutan SSE.

Munculnya system e-Billing yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak
memang patut diapresiasi karena mampu memberi banyak manfaat.
Bagaimana tidak, SSE memungkinkan wajib pajak untuk membayar
pajak di mana saja, kapan saja dan melalui media apa saja baik melalui
internet banking, mesin ATM , mesin EDC, teller Bank atau Kantor Pos
Persepsi bahkan aplikasi bayar pajak online.

Kemudahan ini secara langsung dapat mengurangi biaya kepatuhan
dan administrasi baik dari segi waktu, uang, tenaga dan pikiran.

Bagaimana SSE bekerja dalam sistem e-Billing hingga dapat



2.1.7.3

memberikan manfaat yang sangat besar bagi wajib pajak? Berikut
penjelasan lebih detail.
Apa itu E-Billing?

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik
yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas
tersebut adalah sistem-pembayaran elektronik (Billing system). Sistem
pembayaran -pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem
Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller
Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Billing
System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan
Kode Billing.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan
sistem pembayaran pajak secaraelektronik. Pembayaran/penyetoran pajak
meliputi seluruh jenis pajak, kecuali: Pajak dalam rangka impor yang
diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai; dan Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara
khusus.

Pembayaran/penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran
dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Pembayaran
dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk
Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak
Penghasilan yang bersifat Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan

menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
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Transaksi pembayaran/penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan
melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Kode
Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing
atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib
Pajak.

Bagaimana SSE bekerja dalam sistem E-Billing
Surat Setoran Pajak elektronik sebagaimana diatur dalam PER —

05/PJ/2017 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
menteri keuangan.

SSE mengakomodasi pembayaran seluruh jenis pajak selain PDRI
yang administrasi pembayarannya dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai, dan
jenis pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.
Pembuatan SSE juga dapat mengakomodir mata uang selain Rupiah,
yaitu Dollar Amerika Serikat (USD). Akan tetapi, mata uang USD hanya
dapat diperuntukan bagi:

a. WP vyang memperoleh izin atau telah menyampaikan
pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan mata uang USD (yaitu untuk
pembayaran PPh Ps. 25, PPh Ps. 29, PPh Final yang dibayar
sendiri oleh wajib pajak, PPh Minyak dan Gas Bumi.

b. SKP dan STP yang diterbitkan dalam USD.



2.1.7.5 Bukti Penerimaan Negara

Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan melalui
Teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet
Banking dan Electronic Data Capture (EDC), atas pembayaran/penyetoran
pajak tersebut, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN)
sebagai bukti setoran. BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Bank/Pos Persepsi atas transaksi.penerimaan negara dengan teraan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi
Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai-sarana administrasi

lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.



2.2. Kerangka Pemikiran

Skema Kerangka Pemikiran

Kantor Pratama Makassar Barat

.
Penerimaan Pajak
\
J v
Sistem Manual E-Billing
\/ V.
Surat Setoran Surat Setoran
Pajak Elektronik
v v
Membayar Kode Billing
ke Bank
7 v
: Membayar
SSP Lampiran melalui ATM
1dan 2
v v
; Dilaporkan
Dilaporkan melalui DJP
ke KPP Online
V/ \/
Penelitian
Efektivitas
Penerimaan Pajak

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Pembangunan nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk
pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha
untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak
merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan
peranan dan sumbangan yang. berarti melalui penyediaan sumber dana
bagi pembiayaan pengeluaran—pengeluaran pemerintah. Namun dengan
realisasi penerimaan pajak yang tidak - tercapai tiap tahunnya
mengindikasikan adanya tunggakan pajak yang berasal dari pelanggaran
wajib pajak yaitu enggan untuk membayar pajak terutangnya. Untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak dari tunggakan pajak tersebut maka
pemerintah melalui KPP Pratama melakukan penagihan pajak.

Menurut Widi Widodo (2010) menjelaskan jika angka kepatuhan pajak
rendah maka secara otomatis. akan berdampak pada rendahnya
penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula.
Mustikasari (2007:3) mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu
ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib
pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor
penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif
dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak, yaitu salah satunya dalam sistem pembayaran pajak. Hal itu
mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat inovasi baru

untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan vyaitu, dengan



merancang sistem informasi elektronik bagi Wajib Pajak. Adanya sistem
informasi elektronik dalam administrasi perpajakan tersebut diharapkan
dapat lebih mempermudah Wajib Pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap dalam
pengoptimalisasian penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, modernisasi sistem
administrasi perpajakan.-yang diterapkan secara baik juga akan
menunjukkan peningkatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan
kebijakan perpajakan.

Adapun fasilitas, elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak guna mendukung modernisasi administrasi perpajakan adalah E-
Billing. Secara garis besar, E-Billing adalah sistem pembayaran pajak
secara elektronik dengan -memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak
karena pembayaran pajak bisa di jangkau dimana pun dan kapan saja.

Penelitia kali ini, saya membutuhkan data dari Objek Penelitian yaitu
KPP Pratama Makassar Barat, yaitu Penerimaan Pajaknya dari tahun ke
tahun, baik itu pada era manual maupun era modern. Dari data tersebut
kita melihat efektif penerimaan pajaknya dengan menghitung realisasi per
target dikali 100%. Maka dari itu kita akan mendapat hasil sesuai dengan
judul yaitu yang manakah lebih efektif dengan adanya kedua subjek

tersebut.



2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian
2.3.1 Tempat dan Waktu
Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Barat Jalan Balaikota No0.15. Adapun waktu pelaksanaan

penelitian dimulai pada bulan Mei s/d bulan Juli 2019.

2.3.2 Populasi dan Sampel
2.3.2.1 Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek,
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga
populasi dalam penelitian ini adalah Fiskus sebanyak 120 orang dan
Wajib Pajak sebanyak 5.000-'erang yang terdaftar di KPP Pratama
Makassar Barat.
2.3.2.2 Sampel Penelitian
Sampel merupakan bagian dari observasi yang dipilih dari populasi
dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat diharapkan
dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sampling insidental yaitu teknik pengambilan
sampel berdasarkan kebetulan, sehingga siapa saja yang secara
kebetulan bertemu dilokasi dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok

sebagai sumber data.



2.3.3 Jenis dan Sumber Data
2.3.3.1 Jenis Data
Dalam Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk menguiji

dan memberikan gambaran efektivitas penerimaan pajak sebelum dan
sesudah penggunaan metode E-Billing. jenis data kualitatif yaitu hasil
pengamatan yang berbentuk  kategori dan bukan bilangan. Dalam
penelitian ini data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara
terhadap objek penelitian.

2.3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Data Primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media
perantara). Data primer yang,dihasilkan dalam penelitian ini adalah
data hasil dari wawancara terhadap narasumber.

2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder
dapat diperoleh dari literatur-literatur, buku, jurnal, skripsi dan sumber

lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.



2.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian

ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

1.

2.

Penelitian lapangan (field research)

Mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik ini
dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia
seperti terjadi dalam- kenyataan. Dengan itu, dapat kita peroleh
gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar
diperoleh dengan metode lain. Teknik ini dilakukan oleh peneliti yang
bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk
lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi dalam
kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses
penelitian.

Wawancara (interview)

Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang
dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan
informasi yang diperlukan.

Dokumentasi (documentation)

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk
mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti.

Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari

literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.



2.3.5 Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik
penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data
yang sedang diteliti, dengan cara menggunakan metode yang dapat
membantu dalam mengelola data, menganalisis dan menginterprestasikan
data tersebut. Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian
dimana data yang sudah dikumpulkan di manage untuk diolah dalam
rangka menjawab rumusan masalah.

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh hasil atau
kesimpulan dari data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan metode
deskriptif komparatif yaitu penelitian. yang bersifat membandingkan.
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan
dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan
kerangka pemikiran tertentu.

Urutan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan
masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengatahui latar belakang masalah sebagai dasar
penelitian.

2. Menetapkan dan menentukan perumusan masalah yang akan di
bahas dalam penelitian.

3. Menentukan tujuan penelitian sehingga penelitian akan lebih
terfokus dan terarah.

4. Melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk

melaksanakan penelitian. Diantaranya adalah data penerimaan pajak.



5. Melakukan analisis rasio efektivitas antara target dan realisasi
penerimaan pajak dalam menilai tingkat efektivitas yang dicapai.

6. Membuat suatu kesimpulan dan memberikan saran (apabila di

perlukan).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil KPP Pratama Makassar Barat
3.1.1 Sejarah Ringkas

KPP Pratama Makassar Barat-adalah salah satu satuan kerja yang
berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,
yang secara hierarki -berada di bawah kantor wilayah DJP Sulawesi
Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya kantor pelayanan pajak pratama
merupakan langkah direktorat jenderal pajak dalam menerapkan pelayanan
satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam lingkungan
kementerian keuangan. Kantor. pelayanan pajak pratama merupakan
penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu kantor pelayanan pajak bumi
dan bangunan, kantor pemeriksaan pajak, dan kantor pelayanan pajak.

Genderang modernisasi di lingkungan direktorat jenderal pajak
melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai
dengan peraturan menteri keuangan NO.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei
2008, sebagai pengalihan dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan
ujung pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah
satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang
bercirikan administrasi berbasis fungsi yang melaksanakan administrasi
perpajakan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan
pajak tidak langsung lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat

mencakup empat kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung
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Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Setiap kecamatan memiliki
beberapa kelurahan.

KPP Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jalan Balaikota
nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 mei
2008, sesuai dengan keputusan direktur jenderal pajak no.KEP-
95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, selanjutnya peresmian kantor ini
dilakukan oleh menteri keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Sejak awal
terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat sebagai bagian dari
modernisasi administrasi perpajakan, kantor - ini telah mengalami beberapa
kali pergantian kepemimpinan, dimulai pada bulan mei 2008, hingga

periode 2016 hingga saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Sukri Subki.

3.1.2 Struktur Organisasi, Job Description
Struktur organisasi KPP Pratama “Makassar Barat secara umum dapat dilihat

pada gambar berikut ini:

Kepala
Kantor

Kelompok | - g
‘ Jabatan Sugr?]?j?rl]an
‘ Fungsional
Seks.i PDI Se.ksi Se.ksi Seksi Seksi
Pelayanan Penagihan |[Ekstensifikasi | |[Pemeriksaan
Seksi Seksi Seksi Seksi
Waskon 1 Waskon 2 Waskon 3 Waskon 4

Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Makassar Barat

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Barat



Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang
menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan.
Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang
melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan
sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian  organisasi secara luas merupakan penentuan
pengelompokkan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai
tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan,
pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin
kompleks maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit
organisasi dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan
tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas
yang baik sehingga dapat ‘menunjang tercapainya tujuan perusahaan.
Uraian jabatan instansi di kantor pelayanan pajak pratama Makassar Barat
adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan
pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP
Pratama Makassar Barat terhadap berbagai kegiatan alam ruang
lingkup KKP Pratama Makassar Barat.

2. Subbagian umum bertugas untuk mengelola administrasi
kepegawaian, rumah tangga kantor dan keuangan;

a. Bagian kepegawaian bertugas melaksanakan urusan

kepegawaian antara lain menatausahakan surat masuk dan surat

keluar, pengetikan, penataan/penyusunan arsip dan dokumen.



b. Bagian rumah tangga bertugas melaksanakan urusan rumah
tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan
kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan
kantor serta memelihara barang inventaris.

c. Bagian keuangan bertugas melaksanakan urusan pelayanan
keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau
menyusun daftar usulan - kegiatan dan memproses surat
permintaan pembayaran.

Seksi pengolahan data dan informasi (PDI) bertugas untuk
pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI,
penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan
pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank
data, pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian
bagi hasil penerimaan PBB:

Seksi pelayanan bertugas untuk;

a. Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan
NPWP dan pencabutan PKP.

b. Perubahan identitas waji pajak.

c. Penerimaan dan pengolahan SPT tahunan dan masa, serta surat
lainnya.

d. Permohonanan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.

e. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.

f.  Penerbitan SKP.

g. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen wajib

pajak.



Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak
seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran
dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data
tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak,
mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP
wajib pajak, dan pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak.

Seksi ekstensifikasi bertanggung. jawab terhadap pendaftaran objek
pajak baru- dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan
himbauan _ ber-NPWP, pencarian data  potensi perpajakan,
pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek
dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek
dan subjek PBB; penyelesaian permohonan penundaan pengembalian
SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

Seksi pemeriksaan bertanggung jawab terhadap penyelesaian SPT
tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain wajib pajak patuh,
penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti
permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota
hitung.

Seksi pengawasan dan konsultasi bertanggung jawab terhadap
pemberian bimbingan kepada wajib pajak, menjawab surat yang
berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak,
penetapan wajib pajak patuh, pemutakhiran profil wajib pajak,

penyelesaian permohonan wajib pajak, penyelesaian pemindahbukuan



dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih
bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material
wajib pajak.

9. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari fungsional pemeriksa pajak
dan fungsional penilai PBB. Kelompok jabatan fungsional mempunyai
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3 Visi dan Misi
3.1.3.1 Visi
Visi. dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat adalah
“‘Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penghimpun Penerimaan Negara yang
Terbaik di Indonesia serta’ dikut Serta Menjamin Kedaulatan dan
Kemendirian Negara”.
3.1.3.2 Misi
Ikut. Serta Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan
mandiri dengan:
1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela
yang tinggi dan penegakan hukum yang adil di Wilayah Kerja KPP
Pratama Makassar Barat;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan
kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.



3.2. Hasil dan Pembahasan
3.2.1 Hasil Penelitian
3.2.1.1 Cara Mengisi Formulir SSP Pajak/Surat Setoran Pajak

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.

SSP Pajak atau formulir Surat Setoran Pajak merupakan lembaran
yang berisi informasi berupa NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak,
nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak dan kode jenis
setoran.

Selain itu terdapat juga uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak,
nomor ketetapan dan jumlah pembayaran. Perlahan tapi pasti, cara setor
pajak manual pun ditinggalkan karena banyaknya kelemahan. Sejumlah
kelemahan yang menonjol adalah buruknya kualitas data pembayaran,
serta banyaknya pembatalan transaksi yang dilakukan perbankan.

Penyebab dibatalkannya transaksi biasanya karena kesalahan petugas
teller maupun wajib pajak itu sendiri. Alasan lain diubahnya sistem
pembayaran pajak adalah karena pembayaran pajak secara manual sudah

tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.



g . T SURAT SETURAN PAJAK e
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak
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Gambar 3.2 Formulir Surat Setoran Pajak

Berikut ini, panduan pengisian Formulir Surat Setoran Pajak secara

manual:

Isikan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak Anda.

=

2. Isikan nama wajib pajak.

3. Isikan alamat wajib pajak.

4. Isikan Nomor Objek Pajak, bila ada.
Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) yang diberikan oleh DJP Pajak pada saat



10.

11.

12.

13.

dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB dan
digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib
pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Isikan alamat Objek Pajak Anda pada formulir Surat Setoran Pajak bila
ada.

Isikan Kode Akun Pajak (KAP). Kode Akun Pajak adalah kode dari
nama pajak yang akan Anda setorkan. Misalnya, Kode Akun Pajak
untuk PPh Pasal 21 adalah KAP 411121.

Isikan Kode Jenis Setoran (KJS). Kode Jenis Setoran adalah kode
jenis setoran pajak yang hendak Anda bayarkan. Misalnya Kode Jenis
Setoran untuk penyetoran SPT Masa adalah 300. Lihat daftar lengkap
KAP dan KJS di sini.

Isikan uraian pembayaran berupa keterangan yang Anda perlu Anda
tuliskan.

Berikan tanda silang (X) pada masa pajak atau bulan yang pajaknya
hendak Anda setorkan.

Isikan tahun dari pajak yang hendak bayarkan pada formulir Surat
Setoran Pajak Anda.

Isikan nomor ketetapan, bila ada denda yang hendak harus
dibayarkan, yaitu STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar) atau SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan).

Isikan jumlah pembayaran pajak dalam mata uang rupiah.

Isikan jumlah terbilangnya.



14. Terakhir, bubuhkan tanda tangan Anda beserta tanggal penyetoran
pajak pada bagian bawah formulir Surat Setoran Pajak.

Setelah selesai mengisi formulir Surat Setoran Pajak, silakan lanjutkan
ke tahapan pembayaran pajak secara manual, berikut ini:

1) Menyerahkan SSP pajak yang sudah dilengkapi kepada teller bank,
maupun kantor pos persepsi beserta uang setoran sebesar nilai yang
tertera dalam Surat Setoran Pajak.

2) Menerima kembali SSP pajak lembar 1 dan 3 yang berisi NTPN dan
NTB/NTP dan telah ditandatangani oleh pejabat bank atau kantor pos
sebagai bukti setor.

3) Melaporkan bukti setor pada KPP
Lantaran banyaknya kelemahan, sejak 1 Juli 2016, pembayaran pajak

menggunakan SSP pajak -sudah -tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya,

pemerintah meluncurkan MPN.-G2 yang menggantikan SSP pajak dengan

Surat Setoran Elektronik (SSE) yang berdasarkan pada sistem billing.

Sistem baru ini lebih disukai karena lebih memudahkan dan menurunkan

risiko kesalahan yang sering ditemui pada MPN Generasi 1.

3.2.1.2 SSE (Surat Setoran Elektronik)

Di era MPN G2, wajib pajak yang ingin membayar pajak harus terlebih
dahulu mengakses E-Billing untuk mendapatkan ID Billing. Sistem E-Billing
sendiri merupakan pengganti SSP pajak. Sementara ID Billing merupakan
kode identifikasi yang diterbitkan sistem biling atas suatu jenis
pembayaran yang akan dilakukan wajib pajak dalam rangka identifikasi

penerbit kode billing.


https://www.online-pajak.com/sse-pajak-online-surat-setoran-elektronik-sse-pajak-go-id
https://www.online-pajak.com/ebilling-pajak-cara-buat-id-billing-dengan-onlinepajak

Untuk memperoleh ID billing, wajib pajak bisa memperolehnya melalui
situs DJP Online atau penyedia jasa aplikasi (Application Service
Provider/ASP) resmi DJP seperti Online Pajak. Namun, untuk bisa
mengakses situs dan aplikasi tersebut, wajib pajak harus melakukan
registrasi terlebih dahulu.

Setelah mendapatkan D Billing, wajib pajak bisa melakukan
pembayaran pajak secara-manual melalui teller bank, kantor pos persepsi,
ataupun menggunakan metode pembayaran- online. Caranya, cukup
dengan menginput ID Billing tersebut pada metode pembayaran pajak yang
anda pilih.

Berikut ini, panduan mengisi SSE/Surat Setoran Elektronik :

1. Akses Situs DJP Online

e‘B”lmg Surat Setaran Fajzx clekronik

e A

Cregite ElactropieiTéx Payrient.Sfip:

Selamat Datang di Aplikast e-Billing

Membayar pajak kini dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (2417) yang dapat dibayarian melal’ ATM atay

Internet { 1D Billing yang di-g: lah menzisi Surat Setoran Pajak
Elektrontk pada aplikasi ini jang Anda i dan dapat mengakzes jponline.pajak go.id.
Anda tidak perlu datang langsung ke Bank atau Kantor Pos untuk mengisi secars manus! Surat Setoran Pajak dan
membayar pajzk Anda.

Gambar 3.3 Situs DJP Online


https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-filing

2. Klik Bagian E-Billing

a
e-Billing

"~ billing - filing

Sistem Pembayaran elektronik. e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat! Lebih mudah, lebih cepat, lebih aman!

7 <hS WUHZ,
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Gambar 3.5 Formulir Surat Setoran Elektronik



Lengkapi dengan identitas, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan
jumlah setoran.
4. Dapatkan ID Billing
Klik submit untuk mendapatkan ID Billing, untuk selanjutnya
bisa melakukan pembayaran pajak online.
Setelah membuat kode Billing dengan dengan berbagai metode di
atas, selanjutnya lakukan pembayaran.melalui:
1) Online Pajak dengan menggunakan fitur-bayar pajak online (untuk
nasabah CIMB Niaga dan BNI).
2) Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
3) Melalui teller bank yang bekerja sam dan bisa melalui kantor pos.
4) Mini ATM yang bisa ditemukan di seluruh KPP atau KP2KP.
5) Melalui internet banking:
6) Dapat pula melalui mobile banking (saat ini hanya untuk nasabah Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Bali).

3.2.1.3 Realisasi Setoran Pajak Naik Sejak MPN G2 Berlaku

Kehadiran SSE / Surat Setoran Elektronik rupanya mendapatkan
sambutan positif dari wajib pajak. Buktinya, realisasi setoran pajak
mengalami peningkatan sejak MPN G2 diberlakukan pada 1 Juli 2016.
Pada APBN 2015, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa realisasi
penerimaan pajak hingga akhir 2016 mencapai Rp 1.055 triliun. Jumlah
penerimaan tersebut hanya sedikit meningkat dibandingkan realisasi APBN
2014 hingga akhir 2015, senilai Rp 981,9 triliun. Sementara, pada APBN

2016, realisasi setoran pajak di akhir 2017 melonjak hingga 1.339,8 triliun.



3.2.1.4 Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan Sistem E-Billing
Efektivitas tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar
Barat sebelum penggunaan sistem E-Billing dapat diketahui dengan data
target penerimaan pajak dan data realisasi penerimaan pajak pada tahun

2015-2016.

Tabel 3.1

Realisasi Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan E-Billing
Tahun 2015-2016

(Rp)
Tahun Target Total Realisasi Efektivitas Kategori
Penerimaan Pajak | Penerimaan Pajak (%) Efektivitas

2015 | 893.497.281.000 |  750.442.733.475 84 ¥ o
Efektif

2016 | 1.084.400.000.000 | 1.019.296.093.390 94 Efektif
Cukup

Rata-rata 89 Efektif

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Barat (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel 3.1, data
yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat mengenai tingkat target
dan penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem E-Billing dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan
pajak di KPP Pratama Makassar Barat sebesar Rp750.442.737.475,00 dari
target yang telah ditetapkan sebesar Rp893.497.281.000,00 dengan tingkat

efektivitas penerimaan pajak 84% dapat dikategorikan Cukup Efektif.



Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama

Makassar Barat mengalami kenaikan sebesar Rp1.019.296.093.390,00

dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.084.400.000.000,- dengan

tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak 94% dapat dikategorikan

Efektif. Kenaikan tingkat efektivitas ini terjadi karena penerimaan jenis

pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Dalam Negeri, PPh Pasal 22

Impor, PPh Pasal 25/29 Orang Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor,

PPnBM Impor, PPN Lainnya mengalami kenaikan ketika penerapan E-

Billing itu terjadi.

b)

Rendahnya realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh:

Masih digunakannya sistem SSP oleh WP dalam membayar pajak.
Sistem SSP sendiri memiliki kelemahan seperti terjadinya kurang
bayar oleh WP dalam ‘membayar pajaknya dan berakibat pada
berkurangnya realisasi penerimaan pajak.

Peralihan PBB sebagai pajak daerah yang diatur dalam Peraturan
Bersama Menteri Keuangan Rl Nomor 127/PMK.07/2012 dan Menteri
Dalam Negeri Rl Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Sebagai Pajak Daerah.

Ketika diterbitkannya E-Billing, masih banyak yang belum mengerti

dalam penerapannya. Serta koneksi internet yang tidak stabil.



3.2.1.5 Penerimaan Pajak dengan Penggunaan Sistem E-Biliing
Efektivitas tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar
Barat dengan penggunaan sistem E-Billing dapat diketahui dengan dari
target menggunakan data target penerimaan pajak dan data realisasi

penerimaan pajak pada tahun 2017-2018.

Tabel 3.2

Realisasi Penerimaan Pajak dengan Penggunaan E-Billing
Tahun 2017-2018

(Rp)
Tahun Target Total Realisasi Efektivitas | Kategori
Penerimaan Pajak | Penerimaan Pajak (%) Efektivitas

2017 | 1.028.944.349.450 | 857.730.890.936 83 gakup
Efektif

2018 | 1.086.353.748.000 | 1.008.225.954.731 93 Efektif
Cukup

Rata-rata 88 Efektif

Sumber: MPN KPP Pratama Makassar Barat (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel 3.2, data
yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat mengenai tingkat target
dan penerimaan pajak dengan penggunaan sistem E-Billing dari tahun 2017
sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017
realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat adalah sebesar
Rp857.730.890.936 dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp1.028.944.349.450 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar

83% yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif.



Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar
Barat adalah sebesar Rp1.008.225.954.731 dari target yang telah ditetapkan
sebesar Rp1.086.353.748.000 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak

sebesar 93% yang termasuk dalam kategori Efektif.

3.2.2 Pembahasan Penelitian
3.2.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Sebelum Penggunaan E-Billing
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat
efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat sebelum
penggunaan sistem E-Billing tahun 2015-2016 adalah sebesar 89% yang
termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Penerimaan pajak pada tahun
2015-2016 tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan walaupun
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mengapa itu bisa terjadi? Karena
pada tahun 2015 masih menggunakan sistem SSP (Surat Setoran Pajak)
dalam pembayaran pajak sehingga memiliki kelemahan seperti terjadinya
kurang bayar oleh WP dalam membayar pajaknya. Pada tahun 2016
mengalami peningkatan, karena pada tanggal 1 Juli 2016 diterapkannya
sistem E-Billing dan Tax Amnesty/Pengampunan Pajak yang berakhir

hingga 1 Maret 2017.

3.2.2.2 Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Penggunaan E-Billing
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat pada Tabel 3.2, rata-
rata tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan sistem E-
Billing pada tahun 2017-2018 mencapai sebesar 88% yang termasuk
dalam kategori Cukup Efektif. Efektivitas tingkat penerimaan pajak

menggunakan sistem E-Billing pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi,



dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 11%,
sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar
10%. Efektivitas penerimaan pajak terbesar dengan penggunaan sistem E-
Billing terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 93% sedangkan yang terkecil
terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 83%.

Dari hasil pembahasan di atas dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas
tingkat penerimaan pajak.pada saat diterapkannya sistem E-Billing adalah
sebesar 88%. Meskipun rata-rata efektivitas penerimaan pajak pada tahun
2017 sampai dengan tahun 2018 dalam kategori Cukup Efektif, tetapi
tingkat efektivitas pajak tersebut sepenuhnya melalui sistem E-Billing.
Pada tahun 2016 sebagian menggunakan sistem E-Billing- dengan
kontribusi sebesar 69% terhadap rata-rata tingkat efektivitas.

Dari uraian ini dapat dilihat ‘bahwa penggunaan sistem E-Billing dapat
meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Barat.

Menurut Pak Saiful Samad yang merupakan pegawai pada KPP
Pratama Makassar Barat selaku AR (Account Representative) menyatakan
bahwa dengan adanya E-Billing diera saat ini dapat memudahkan wajib
pajak dalam pembayaran pajaknya. Kenapa? Karena dengan sistem
elektronik ini Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak untuk
membuat SSPnya, sekarang dengan adanya SSE tempat dan waktu
tergantung dari Wajib Pajak itu sediri, selama tidak melewati batas waktu
pembayaran yang ditetapkan. Sisi lain dari kelebihannya yaitu Wajib Pajak

lebih cepat pembayaran pajaknya, karena tidak perlu lagi mengisi kertas



SSP. Cukup memasukkan NPWP dan passwordya, kemudian data
otomatis muncul. (Rabu,3/Juli/2019)

Tapi ada kendala yang didapatkan oleh WP dengan adanya
penerapan E-Billing, yaitu:
1. Akses Internet
2. Wajib Pajak Senior
3. Tidak memiliki Akun DJP Online.

Menurut Ibu lra selaku Wajib Pajak OP-yang terdaftar pada KPP
Pratama Makassar Barat yang mengatakan bahwa

“Saya sangat kesulitan pada awal E-Billing diterapkan, apalagi saya
yang masih awam akan elektronik. Tetapi dengan mempelajarinya yaitu
datang langsung ke KPP Pratama Makassar Barat, ternyata itu sangat
mudah dan saya cukup dibuatkan akun DJP Online dan mengambil kode
Billing, maka dimanapun saya berada selama akses internet mendukung
semuanya lebih mudah. Kadang-kadang saya kesulitan dan bingung pada
kode yang tertera, tapi itu bukan masalah besar, kita dapat menghubungi
help desk atau Kring Pajak untuk-meminta bantuan ataupun kendala yang
kita dapatkan. Dengan E-Billing tidak perlu lagi menghitung atau salah
dalam penulisan, semuanya sudah otomatis di sistem elektronik ini”.
(Rabu, 3/Juli/2019)



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada

bab sebelumnya mengenai efektivitas tingkat penerimaan pajak sebelum

dan sesudah penggunaan metode E-Billing pada KPP Pratama Makassar

Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

KPP Pratama Makassar Barat masih terus berupaya membantu WP
dalam menggunakan sistem E-Biling yang sebelumnya masih
mengunakan sistem SSP melalui bagian Help Desk dan kelas pajak
yang disediakan oleh KPP Pratama Makassar Barat.

Rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebelum penggunaan sistem E-
Billing pada KPP Pratama Makassar Barat untuk tahun 2015-2016
adalah sebesar 89% dan dengan penggunaan sistem E-Billing pada
tahun 2017-2018 adalah sebesar 88%, akan tetapi besarnya tingkat
efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2017 sampai dengan 2018
sepenuhnya melalui sistem E-Billing. Dengan demikian, Penggunaan
sistem E-Billing dapat meningkatkan rata-rata efektivitas penerimaan

pajak sebesar 10%.

47



4.2. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan

yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

KPP Pratama Makassar Barat perlu terus meningkatkan pelayanan
sistem E-Billing, mengingat tingkat efektivitas penerimaan pajak
menggunakan sistem E-Billing pada tahun 2017-2018 masih sebesar
88% dan saat ini pembayaran pajak hanya bisa dilakukan dengan
sistem E-Billing saja.

Bagi - peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan
penelitan ini dengan mengadakan pengkajian lebih mendalam terkait
peran penerapan sistem E-Billing dalam meningkatkan efektivitas

penerimaan pajak pada tahun berikutya.
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Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan

masalah pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak

Sebelum dan Sesusdah Penggunaan Metoda E-Billing pada KPP Pratama

Makassar Barat”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab

rumusan masalah bagaimana Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum

dan Sesusdah Penggunaan Metoda E-Billing pada KPP Pratama Makassar

Barat.

Daftar Pertanyaan :

A. Untuk fiskus/pegawai pajak

1.

Berapa Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar Di KPP Pratama Makassar
Barat?

Sejak Kapan penerapan pembayaran pajak sistem E-Billing diterapkan
di KPP Paratama Makassar-Barat?

Apakah ada peningkatan :penerimaan pajak sebelum dan sesudah
adanya E-Billing

Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi sebelum dan sesudah
adanya E-Billing diterapkan.

Apa saja manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya sistem E-

Billing di KPP Pratama Makassar Barat?

B. Untuk Wajib Pajak

1.

Sejak kapan anda terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama
Makassar Barat?

Sejak kapan anda menggunakan sistem pembayaran E-Billing?

Apakah yang lebih efektif dalam pembayaran pajak, manual atau
elektronik?

Apakah ada kendala/lhambatan yang anda dapatkan setelah
melakukakan pembayaran sistem manual dan Sistem E-Billing? Dalam
bentuk apa?

Apa manfaat buat anda setelah menggunakan sistem E-Billing?
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Lampiran 5

Tax Amnesty

A. Pengertian Tax Amnesty

Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang
seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang
tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak. Dalam_undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak
hanya perlu mengungkap-harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak
pengampunan atas-harta yang-selama ini tidak:pernah dilaporkan.

Jadi, Tax Amnesty adalah' sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu. Tax amnesty
merupakan kebijakan yang sering diterapkan banyak negara, tak-terkecuali
Indonesia. Lantas, apa tujuan pemerintah kita menerapkan tax amnesty?

B. ' Tujuan Umum Tax Amnesty

Di dunia, ada beberapa negara yang pernah menerapkan tax amnesty
selain Indonesia di antaranya Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia,
Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Tax Amnesty dilakukan untuk menarik “uang” dari para wajib pajak yang
disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak.

Dengan tersimpannya “uang” di negara-negara bebas pajak tersebut,
hilang pula potensi penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu, untuk
menarik hati para wajib pajak, pemerintah menerapkan program tax amnesty
dengan harapan para wajib pajak yang menyimpang “uang” mereka di luar negeri
dapat mengalihkan simpanannya ke dalam negeri.

Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak dapat meningkat dan
dapat berkontribusi secara siginfikan terhadap pembangunan ekonomi dalam

negeri.



C. Tujuan Tax Amnesty di Indonesia
Ada tiga tujuan yang menjadi target pelaksanaan tax amnesty di

Indonesia. Pertama, meningkatkan likuiditas domestic, penurunan suku bunga
dan investasi dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta.

Kedua, mempercepat reformasi perpajakan dan ketiga, meningkatkan
penerimaan negara dari pajak.

D. Seperti Apa Sistem Tax Amnesty di Indonesia?

Tax amnesty (pengampunan. pajak) di Indonesia dilakukan melalui tiga
periode. Periode pertama tax amnesty berlangsung dari 28 Juni 2016-30
September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31
Desember 2016.

Periode ketiga-dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung.pada 1 Januari
2017-31 Maret 2017. Tax amnesty adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk
membayar pajak dengan jumiah tertentu termasuk penghapusan bunga dan
dendanya tanpa takut akan-dipidana.

Pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang
ingin mengikuti program-tax amnesty' Kemudahan-kemudahan yang diberikan
berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas seperti:

1. Dihapuskannya sanksi administratif,

2. Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana,
3. Penghapusan segala pajak-pajak yang terutang.

4. Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa.

5. Tidak dikenakannya PPh Final untuk pengalihan harta berupa saham,
bangunan, atau tanah.

Khusus bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di negara lain, mereka
harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang selama ini
tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun.

Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan
pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri,
kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha sebagai investasi pada
pembangunan infrastruktur, obligasi lembaga pembiayaan pemerintah, dan

investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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DOKUMENTASI

Melakukan observasi, memeriksa langsung SSPSurat
Setoran Pajak oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP
Pratama Makassar Barat

Observasi langsung, ketika Wajib Pajak sedang
melakukan pembayaran pajak melalui ATMLink, yang
dibantu oleh salah satu staf KPP Pratama Makassar
Barat



Melakukan Wawancara dengan salah satu Staf
AR KPP Pratama Makassar Barat terkait judul
Penelitian
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